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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan bediri pada awal
tahun 2017. Sebelum menjadi DISKOMINFO sebelumnya masih tergabung dengan
Dinas Perhubungan dan masih Dinas perhubungan dan informatika. Sesuali
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian
Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi
urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Di tingkat daerah,
dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor penerangan kabupaten dan juru

penerang di tingkat kecamatan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara
Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Transformasi Digital Dinamika
teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital membuat Kementerian
Komunikasi dan Informatika fokus untuk melakukan percepatan pemerataan
infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet. Selain
terjadi perubahan nomenklatur, pada akhir tahun 2006, Kementerian Kominfo
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan
Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP). Seiring dengan pesatnya
perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tuntutan

akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP
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bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada tanggal 19 November 2010.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir
tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November
2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat memberikan gambaran Kota Tangerang
Selatan dari berbagai sisi dibutuhkan dokumen yang memuat di antaranya
gambaran umum perwilayahan, kependudukan, sosial, budaya, ekonomi dan
kelengkapan infrastruktur. Dengan adanya gambaran tersebut akan dapat diketahui
permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan bagi pembangunan Kota.
Profil Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi
bagi para pihak, termasuk Pemerintah Kota sendiri maupun masyarakat Kota
Tangerang Selatan dan para pakar pembangunan maupun para penanam modal dan

calon penanam modal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan lain.

Akhir tahun 2010 lalu, lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika
menyempurnakan penataan organisasi. Paradigma baru kebijakan komunikasi
menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi
informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar 'penerangan’,
namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional

dengan baik. Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika
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mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Lembaga itu mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan
penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Tugas dan
fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan
kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang
komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran,

teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi.

Di kabupaten dan kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS)
dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di
daerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan
pertunjukkan rakyat serta diskusi kerja. Kementerian Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan
informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan
keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur

telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah terwujudnya Tangsel

kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.

Misi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengembangkan
sumber daya manusia yang handal dan berdaya, meningkatkan infrastruktur kota

yang fungsional, menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan,

17



mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan,

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

2.3 Struktur Organisasi

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS

I

KELOMPOK JABATAN |
5SIO!
| TUN([bI [NAL [ | SEKRETARIAT |

| D G O T

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI SMART CITY, STATISTIK DAN LAYANAN
KEHUMASAN KOMUNIKAS] DAN PERSANDIAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
- - - SEKSI
SEKS! SEKS] -
. . S = e PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN 55:1'&’“" INFORMASI APLIKASI DAN INTEGRAST SISTEM TEXNOLOG! INFORMAST KOMUNIKASI DAN
KERJASAMA SMART CITY

LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

SEKSI SEKSI SEKSI
MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN >
PENGO! N D, STATIS
PUBLIX XOMUNIKAST PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK
SEKSI SEKS!
KEHUMASAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMAS|

SEKSI ‘

Sumber : Website diskominfo tangsel (Kominfo, 2017)
Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Tugas

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah Bidang

Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
Fungsi

1. Perumusan, penetapan, pelaksanan kebijakan strategis dan teknis Bidang
Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan
Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City,
Statistik dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

2. Perumusan, penetapan, pelaksanan program dan anggaran Bidang Pengelolaan
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Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Teknologi
Informasi, Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City, Statistik dan
Layanan Pengadaaan Secara Elektronik.

3. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup dinas.

4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi,
Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi,
Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City, Statistik dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik.

5. Pelaksanaan opini dan data informasi publik

6. Pelaksanaan  pembangunan, pengembangan,  pengintegrasian
dan pemeliharaan sistem aplikasi.

7. Pelaksanaan penyediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan infrastruktur
jaringan teknologi informasi komunikasi.

8. Pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

9. Pelaksanaan pengembangan Smart City pada Pemerintah Daerah.

10. Pelaksanaan penyelenggaraan pusat data dan layanan pengadaan secara
elektronik.

11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup dinas.

19



